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ABSTRAK 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya Pasal 37 Ayat (4) yang melarang 

pemberian uang atau bantuan kepada pengemis di tempat umum. Peraturan tersebut diarahkan untuk 

menciptakan suasana pasar yang tertib, aman, dan nyaman sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung 

secara optimal. Kenyataannya, di Pasar Amuntai masih dijumpai pengemis yang beraktivitas secara rutin dan 

masyarakat yang tetap memberikan uang, sehingga tujuan peraturan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (4) di Pasar Amuntai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 

10 orang yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari aparat Satpol PP, Dinas Sosial, pedagang pasar, 

dan pengemis. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, 

dengan uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber dan member check. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut masih berada pada kategori cukup. 

Pemahaman kelompok sasaran terhadap larangan memberi uang kepada pengemis masih rendah karena 

sosialisasi yang belum merata. Penerapan sanksi belum dilakukan secara konsisten, sehingga tidak 

menimbulkan efek jera. Di sisi lain, keterbatasan personel, anggaran, serta sarana pendukung menyebabkan 

pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Meskipun demikian, keberadaan Perda 

sebagai dasar hukum yang jelas serta kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi faktor pendukung 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

Perbaikan implementasi perlu diarahkan pada peningkatan intensitas sosialisasi di lingkungan pasar, 

penambahan kapasitas sumber daya aparatur, penyediaan fasilitas pengawasan yang memadai, serta 

penguatan konsistensi penegakan aturan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya 

ketertiban dan ketentraman di Pasar Amuntai secara berkelanjutan. 

 

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Ketertiban umum, Peraturan daerah, Pengemis, Pasar Amuntai 

ABSTRACT 

The Government of Hulu Sungai Utara Regency enacted Regional Regulation Number 9 of 2018 

concerning Public Order and Public Tranquility, particularly Article 37 Paragraph (4), which prohibits 

giving money or assistance to beggars in public places. This regulation is intended to create a safe, orderly, 

and comfortable environment in traditional markets so that economic activities can run properly. In practice, 

however, begging activities are still frequently found in Amuntai Market, and many visitors continue to give 

money to beggars. This situation indicates that the implementation of the regulation has not yet achieved its 

intended objectives. 

This study aims to examine the implementation of Regional Regulation of Hulu Sungai Utara 

Regency Number 9 of 2018 Article 37 Paragraph (4) in Amuntai Market and to identify the factors 
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influencing its implementation. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were 

collected through interviews, observation, and documentation. A total of 10 informants were selected using 

purposive sampling, consisting of officers from the Civil Service Police Unit (Satpol PP), officials from the 

Social Service Office, market traders, and beggars. Data analysis was conducted through data reduction, 

data presentation, and conclusion drawing, with credibility testing using source triangulation and member 

checking. 

The findings show that the implementation of the regulation is still considered less effective. Public 

understanding of the prohibition against giving money to beggars remains low due to limited and uneven 

socialization. The enforcement of sanctions has not been applied consistently, so it does not yet create a 

deterrent effect. In addition, limitations in personnel, budget, and supporting facilities make routine and 

comprehensive supervision difficult to carry out. Nevertheless, the existence of a clear legal basis through the 

Regional Regulation and the collaboration between Satpol PP and the Social Service Office serve as 

supporting factors in the implementation process. 

Strengthening the effectiveness of the policy requires more intensive socialization in the market area, 

improvement of bureaucratic capacity through additional personnel and facilities, and more consistent 

enforcement of regulations. These efforts are expected to foster sustainable public order and tranquility in 

Amuntai Market. 

Keywords : Policy implementation, Public order, Regional regulation, Beggars, Amuntai Market 

 

PENDAHULUAN 

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya 

ruang publik yang aman, nyaman, dan produktif, khususnya di kawasan pasar tradisional yang 

menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi 

ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang menuntut adanya pengelolaan ketertiban 

secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pasar tradisional masih rentan terhadap berbagai 

gangguan ketertiban, salah satunya berupa aktivitas mengemis dan mengamen. Di Indonesia, 

penguatan ketertiban umum merupakan bagian dari kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 25% pelanggaran ketertiban umum terjadi di 

kawasan perdagangan tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar menjadi ruang strategis 

sekaligus rentan terhadap pelanggaran ketentraman masyarakat, sehingga memerlukan regulasi yang 

tegas dan implementasi yang konsisten. 

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda ini 

mengatur berbagai bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban di ruang publik, 

termasuk praktik mengemis dan mengamen. Secara khusus, Pasal 37 Ayat (4) menegaskan larangan 

bagi setiap orang untuk memberikan uang, barang, atau bentuk bantuan lainnya kepada anak 

pengemis, gelandangan, dan pengamen di tempat umum serta fasilitas sosial. Ketentuan tersebut 

dimaksudkan untuk mengurangi praktik mengemis secara struktural serta mengarahkan penanganan 

kepada mekanisme pembinaan dan rehabilitasi melalui Dinas Sosial. 

Pasar Amuntai sebagai pasar induk di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki peran strategis 

dalam mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara 

tahun 2023, Pasar Amuntai menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2 miliar per 

tahun dan menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum 

sepenuhnya didukung oleh kondisi ketertiban yang optimal. Aktivitas mengemis dan mengamen 
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masih sering dijumpai di berbagai titik pasar, terutama pada jam-jam ramai, sehingga menimbulkan 

rasa tidak nyaman bagi pedagang dan pengunjung. 

Data Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa kasus mengemis dan 

mengamen di Pasar Amuntai cenderung mengalami fluktuasi namun belum menunjukkan penurunan 

yang signifikan. Pada tahun 2020 tercatat 45 kasus, meningkat menjadi 58 kasus pada tahun 2021, 

menurun menjadi 42 kasus pada tahun 2022 akibat penertiban ketat masa pandemi, kemudian 

kembali meningkat menjadi 65 kasus pada tahun 2023, serta pada tahun 2024 hingga pertengahan 

tahun telah mencapai 35 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa implementasi Pasal 37 Ayat (4) 

Perda Nomor 9 Tahun 2018 belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 

Selain itu, data Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 menunjukkan bahwa 

tingkat keberhasilan rehabilitasi anak jalanan, pengemis, dan pengamen baru mencapai sekitar 40%, 

sementara 60% lainnya kembali ke jalanan. Kondisi ini diperkuat oleh belum tersedianya tempat 

pembinaan atau penampungan yang bersifat permanen, sehingga penanganan yang dilakukan masih 

bersifat sementara dan reaktif. Akibatnya, praktik mengemis dan mengamen terus berulang dan sulit 

dikendalikan secara sistematis. 

Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat beberapa permasalahan utama dalam 

implementasi Pasal 37 Ayat (4) di Pasar Amuntai, yaitu:  

1. Masih maraknya kegiatan mengemis dan mengamen yang dilakukan oleh anak-anak, 

gelandangan, dan pengamen di sekitar Pasar Amuntai, meskipun Pasal 37 Ayat (4) Perda Nomor 

9 Tahun 2018 telah melarang pemberian uang atau barang.  

2. Tidak adanya pembinaan dan rehabilitasi karena keterbatasan fasilitas penampungan serta 

program pasca-rehabilitasi. 

3. Lemahnya pengawasan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Satpol PP dan Dinas 

Sosial, sehingga penertiban cenderung bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. 

Kewenangan penegakan Pasal 37 Ayat (4) berada pada Satpol PP dan Dinas Sosial 

Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum 

melalui pengawasan, sosialisasi, serta pembinaan terhadap kelompok sasaran. Namun, keterbatasan 

sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan 

kebijakan secara optimal. Sejalan dengan teori implementasi kebijakan Winter (2018), keberhasilan 

suatu kebijakan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara desain kebijakan, perilaku birokrasi, dan 

perilaku kelompok sasaran. Dalam konteks Pasar Amuntai, kejelasan regulasi belum sepenuhnya 

diikuti oleh konsistensi pengawasan dan tingkat kesadaran masyarakat, sehingga efektivitas Pasal 37 

Ayat (4) masih belum maksimal. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 PASAL 37 

AYAT (4) TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI 

PASAR AMUNTAI menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan kebijakan, mengetahui faktor-faktor penghambat, serta mengetahui peluang perbaikan 

agar kebijakan ketertiban umum tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu diwujudkan secara 

nyata dalam menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan kondusif. 
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Batasan dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut 

Winter (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tiga 

aspek utama, yaitu desain kebijakan (policy design), perilaku birokrasi (bureaucratic behavior), dan 

perilaku kelompok sasaran (target group behavior). Ketiga aspek tersebut digunakan untuk 

menganalisis pelaksanaan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 

9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya yang berkaitan 

dengan larangan kegiatan mengemis dan mengamen di Pasar Amuntai. 

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian Siti Aisyah (2023) yang menemukan 

bahwa implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 di Pasar Amuntai belum berjalan optimal karena 

desain kebijakan belum didukung oleh fasilitas penampungan dan rehabilitasi dari Dinas Sosial serta 

lemahnya koordinasi antarinstansi. Selanjutnya, penelitian Rahman dan Sari (2023) menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan ketertiban umum di pasar tradisional Kabupaten Hulu Sungai Utara 

masih menghadapi kendala pada aspek desain kebijakan dan perilaku birokrasi, terutama pada 

kurang efektifnya koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Penelitian Santoso dan Dewi (2024) 

juga menegaskan bahwa tantangan utama implementasi kebijakan ketertiban umum di pasar 

tradisional terletak pada belum matangnya desain kebijakan dan keterbatasan kapasitas aparatur 

pelaksana. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan 

implementasi kebijakan ketertiban umum di pasar tradisional cenderung berulang, terutama pada 

aspek desain kebijakan yang belum komprehensif, lemahnya perilaku birokrasi dalam hal koordinasi 

dan pengawasan, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi perilaku kelompok sasaran. Oleh 

karena itu, teori Winter (2018) dipandang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena 

mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara utuh dalam menganalisis implementasi Pasal 

37 Ayat (4) Perda Nomor 9 Tahun 2018 di Pasar Amuntai. 

 

METODE 

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2015:1), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi.  

Adapun data dan sumber data dalam penelitian initerdiri dari data primer atau data yang di 

peroleh  dan  dikumpulkan  langsung  oleh  penulis  dari  informan,  dan  data  sekunder  atau  data 

pendukung  yang  bisa  diambil  dari  literatur,  artikel,  jurnal,  serta  situs  internet  yang  

berhubungan dengan  Implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  9  

Tahun  2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan menggunakan 

purposive samplingatau pemilihan informan dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu yaitu 

orang yang menguasai informasi dari  obyek  yang  diteliti,  peneliti  memilih  10  informan  untuk  

dijadikan  sebagai  sumber data  peneliti. 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui  wawancara,  observasi  dan 

dukumentasi (Sugiyono, 2022:114). Teknik  analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  sejak  

dan  setelah  proses  pengumpulan data  berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dan  catatan  yang  
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ditemukan  dilapangan.  Menurut Sugiyono (2021:243) Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh 

dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Miles  and  Huberman  

dalam  Sugiyono  (2021:321)  dalam  mengolah  data  kualitatif  perlu  melalui beberapa tahap yaitu: 

Reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun  uji  

kredibilitas  data dalam  penelian  ini  diperiksa  dengan  menganalisis  kasus  negatif, menggunakan 

bahan refernsi, melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi dan member check (Sugiyono, 2021:365-371). 

 

PEMBAHASAN 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 

Pasal 37 Ayat 4 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus 

Pasar Amuntai)  

Kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris "implementation" yang berarti 

pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau program ke dalam tindakan nyata. 

Kamus ilmiah populer mendefinisikan implementasi sebagai proses menerjemahkan keputusan 

atau kebijakan menjadi aksi konkrit di lapangan, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan 

adaptasi terhadap kondisi lokal. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan 

sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, program, atau kebijakan sehingga 

menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan, serta dapat berarti proses menjalankan sesuatu 

hingga tercapai tujuan. 

Penelitian ini mengarah pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (4) tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat, mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Winter (2018) dalam 

“Implementation Perspectives: Status and Reconsideration”. Winter mengemukakan bahwa 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yaitu (1) Desain Kebijakan, (2) 

Perilaku Birokrasi, (3) Perilaku Kelompok Sasaran. Berikut  adalah  hasil penelitian yang 

mendukung hal tersebut : 

1. Desain Kebijakan 

a. KejelasanTujuan 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, tujuan Pasal 37 Ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 sudah jelas bagi 

aparat pelaksana, yaitu mencegah dan mengurangi praktik mengemis dan mengamen di 

Pasar Amuntai dengan cara melarang pemberian uang atau barang secara langsung serta 

mengarahkan penanganannya melalui mekanisme rehabilitasi sosial. Namun, kejelasan 

tujuan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh kelompok sasaran, khususnya pedagang 

dan masyarakat pengunjung pasar. Di lapangan masih ditemukan masyarakat yang 

memberikan uang kepada pengemis karena tidak mengetahui adanya larangan dalam 

peraturan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan tujuan kebijakan masih 

terbatas pada tingkat birokrasi dan belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat, 

sehingga efektivitas implementasinya belum maksimal. 

b. KonsistensiRegulasi 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketentuan Pasal 37 Ayat (4) 
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secara normatif telah konsisten dengan tujuan Perda Nomor 9 Tahun 2018 dalam 

menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Aturan larangan pemberian 

uang kepada pengemis, gelandangan, dan pengamen sejalan dengan upaya pemerintah 

daerah untuk memutus mata rantai praktik mengemis di ruang publik. Namun, dalam 

praktiknya, konsistensi regulasi ini belum sepenuhnya terwujud karena penerapan sanksi 

masih jarang dilakukan dan lebih banyak mengandalkan pendekatan persuasif. Hal 

tersebut menyebabkan regulasi terkesan tidak memiliki daya paksa yang kuat, sehingga 

masyarakat tidak merasakan adanya konsekuensi nyata ketika melanggar ketentuan 

tersebut. 

c. DukunganMekanisme(Sanksi,Insentif,danFasilitas) 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dukungan mekanisme dalam 

implementasi Pasal 37 Ayat (4) belum berjalan secara optimal. Dari sisi sanksi, meskipun 

telah diatur dalam Perda, penerapannya masih sangat terbatas sehingga tidak 

menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang tetap memberikan uang kepada pengemis. 

Dari sisi fasilitas, ketersediaan sarana pembinaan dan rehabilitasi sosial masih belum 

memadai, terutama keterbatasan tempat penampungan dan program pasca-rehabilitasi 

yang berkelanjutan. Akibatnya, pengemis yang telah ditertibkan berpotensi kembali ke 

Pasar Amuntai. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pendukung kebijakan belum 

sepenuhnya mampu menopang pelaksanaan kebijakan secara efektif dan 

berkesinambungan. 

2. Perilaku Birokrasi (Bureaucratic Behavior) 

a. Tingkat Diskresi Birokrasi 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, aparat pelaksana, khususnya 

Satpol PP, memiliki ruang diskresi yang cukup besar dalam menertibkan pengemis dan 

menegakkan ketentuan Pasal 37 Ayat (4). Diskresi tersebut terlihat dari kecenderungan 

petugas untuk lebih mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan penerapan sanksi 

secara tegas. Petugas sering kali hanya memberikan teguran, imbauan, atau meminta 

pengemis untuk meninggalkan lokasi pasar tanpa adanya tindak lanjut yang konsisten. 

b. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketersediaan sumber daya dan 

kapasitas organisasi dalam implementasi kebijakan masih terbatas. Keterbatasan tersebut 

meliputi jumlah personel, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Satpol PP 

sebagai aparat penegak Perda menghadapi keterbatasan personel untuk melakukan 

pengawasan secara rutin dan menyeluruh di seluruh area Pasar Amuntai. Sementara itu, 

Dinas Sosial juga memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial 

yang berkelanjutan bagi pengemis yang telah ditertibkan. 

3. Perilaku Kelompok Sasaran (Target Group Behavior) 

a. Pemahaman Pelaksana terhadap Kebijakan 

Pemahaman pelaksana terhadap Pasal 37 Ayat (4) belum optimal, terutama dalam 

menjelaskan substansi larangan mengemis dan mengamen kepada pedagang maupun 

pengemis. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sosialisasi dan lemahnya penyampaian 

informasi di lapangan. 
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b. Sikap Menerima/Menolak 

Kelompok sasaran menunjukkan sikap yang cenderung pasif dan kurang mendukung 

kebijakan. Pedagang masih sering memberi uang kepada pengemis, sedangkan pengemis 

tetap melakukan aktivitasnya. Sikap ini menunjukkan adanya penolakan tidak langsung 

terhadap kebijakan yang berlaku. 

c. Tingkat Partisipasi dan Adaptasi Kelompok Sasaran 

Partisipasi kelompok sasaran dalam mendukung ketertiban pasar masih rendah. 

Adaptasi terhadap aturan juga belum terlihat, karena perilaku lama tetap dipertahankan 

dan tidak diikuti dengan perubahan tindakan yang sesuai dengan Perda. 

 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Hulu 

Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 4 Tentang Ketertiban Umum Dan 

Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pasar Amuntai). 

Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 4 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

(Studi Kasus Pasar Amuntai) meliputi aspek-aspek yang melemahkan efektivitas kebijakan, 

seperti minimnya komunikasi kebijakan dan keterbatasan kapasitas pelaksana. Faktor ini sering 

kali membuat tujuan kebijakan untuk menjaga ketertiban di pasar tidak tercapai secara optimal 

1. Faktor Penghambat 

Suatu  kebijakan  tidak  sepenuhnya  berjalan  dengan  apa  yang  diharapkan.  Hal  itu 

dikarenakan  ada  faktor  yang  menghambat  sehingga  akan  mempengaruhi  keberhasilan  

suatu kebijakan. 

a. Kurangnya Kejelasan Tujuan Kebijakan dalam Komunikasi Informasi 

Komunikasi kebijakan seharusnya disampaikan secara jelas dan langsung kepada 

kelompok sasaran agar tujuan dan isi peraturan dapat dipahami dengan baik. Kejelasan 

informasi akan membuat masyarakat mengetahui maksud kebijakan sehingga 

pelaksanaannya dapat berjalan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

informasi mengenai larangan memberi uang kepada pengemis di pasar belum berjalan 

dengan baik. Terlihat dari pedagang dan pengemis yang sebagian besar tidak 

mengetahui adanya aturan tersebut karena tidak pernah menerima sosialisasi secara 

langsung dari dinas terkait. Selain itu, tidak terdapat media informasi seperti spanduk, 

poster, brosur, maupun surat edaran di area pasar. Akibatnya, pemahaman masyarakat 

terhadap tujuan kebijakan sangat rendah dan tidak terjadi perubahan perilaku, baik pada 

pedagang yang tetap memberi uang maupun pada pengemis yang masih beraktivitas di 

pasar.  

d. Keterbatasan Kapasitas Birokrasi dalam Pengawasan dan Penindakan 

Keterbatasan kapasitas birokrasi terlihat dari belum memadainya sumber daya yang 

dimiliki aparat pelaksana, khususnya Satpol PP dan Dinas Sosial, dalam melakukan 

pengawasan dan penindakan secara optimal. Jumlah personel yang terbatas, minimnya 

anggaran operasional, serta kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan patroli dan 

penertiban di Pasar Amuntai tidak dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, 
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melainkan hanya bersifat insidental. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

terhadap aktivitas mengemis di Pasar Amuntai belum berjalan dengan baik. Dinas 

Sosial menyatakan bahwa meskipun memiliki program penjangkauan, keterbatasan 

personel dan anggaran membuat kegiatan turun ke lapangan tidak dapat dilakukan 

secara rutin. Satpol PP juga mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah personel dan 

fasilitas, seperti armada operasional, menghambat pelaksanaan patroli khusus pengemis. 

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan pedagang yang menyebutkan bahwa petugas 

jarang melakukan patroli dan pengawasan tidak merata di seluruh area pasar. Sementara 

itu, pengemis mengakui bahwa karena pengawasan jarang dilakukan dan penindakan 

hanya berupa teguran tanpa tindak lanjut yang jelas, mereka masih memiliki 

kesempatan untuk kembali mengemis di pasar. 

Dengan demikian, keterbatasan kapasitas birokrasi dalam bentuk kekurangan 

personel, anggaran, dan fasilitas operasional menyebabkan pengawasan tidak rutin, 

penindakan tidak konsisten, serta tidak adanya efek jera. Hal ini mengakibatkan 

implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 

(4) di Pasar Amuntai belum berjalan secara optimal dan belum mampu mengurangi 

aktivitas mengemis secara signifikan. 

2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 4 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat (Studi Kasus Pasar Amuntai) meliputi elemen-elemen yang memperkuat 

efektivitas kebijakan, seperti adanya landasan hukum dan kolaborasi antar pihak. Faktor ini 

membantu dalam menjalankan tujuan kebijakan meskipun ada tantangan. 

a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat 4 Tentang Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat. 

Faktor pendukung utama dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (4) di Pasar Amuntai adalah adanya 

landasan hukum yang jelas. Perda ini memberikan dasar formal bagi aparat pelaksana, 

terutama Satpol PP dan Dinas Sosial, untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan 

pembinaan terhadap pengemis. Dengan adanya aturan tertulis, kebijakan memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas di 

lapangan. 

Berdasarkan wawancara, para aparat pelaksana menyatakan bahwa dasar hukum 

Perda sudah jelas dan menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugasnya. Ibu 

Raudhatul Jannah (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) menyebutkan bahwa program 

Dinas Sosial selalu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, sementara Bapak Ariyadi 

(Staf Bidang Rehabilitasi Sosial) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan sudah tersedia 

dari Perda maupun regulasi terkait lainnya. Bapak Abdul Latif (Kepala Seksi Pembinaan, 

Pengawasan, dan Penyuluhan Perda) menambahkan bahwa Perda telah lama berlaku dan 

menjadi dasar koordinasi antarbidang untuk menjaga ketertiban umum. 
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Hasil observasi di Pasar Amuntai memperlihatkan bahwa Perda memberikan 

legitimasi bagi petugas dalam melakukan teguran atau penertiban. Namun, meskipun 

dasar hukum sudah ada, pelaksanaan masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif 

agar aturan dipahami oleh pedagang dan masyarakat pasar. 

Dengan demikian, Perda Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (4) merupakan faktor 

pendukung yang signifikan, karena memberikan arah, legitimasi, dan kepastian hukum 

bagi birokrasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penertiban, dan pembinaan. 

Menurut teori Winter (2018), desain kebijakan yang jelas memudahkan aparat 

menerjemahkan regulasi menjadi tindakan nyata. Dalam konteks Pasar Amuntai, Perda 

telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, sehingga kendala implementasi lebih 

terkait dengan kapasitas birokrasi dan sosialisasi, bukan ketiadaan aturan. 

Secara keseluruhan, keberadaan Perda menjadi fondasi utama untuk meningkatkan 

efektivitas implementasi kebijakan ketertiban umum, dengan syarat penguatan kapasitas 

birokrasi dan sosialisasi yang merata agar tujuan pengurangan aktivitas mengemis di 

Pasar Amuntai dapat tercapai. 

b. Kolaborasi Antar Instansi dalam Penanganan 

Kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial merupakan faktor pendukung penting 

dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 

2018 Pasal 37 Ayat (4) di Pasar Amuntai. Satpol PP berfokus pada pengawasan, 

penertiban, dan penerapan Perda, sedangkan Dinas Sosial menangani pembinaan dan 

rehabilitasi sosial pengemis. Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa penanganan 

pengemis bukan hanya masalah ketertiban, tetapi juga persoalan sosial yang 

membutuhkan pendekatan kemanusiaan. 

Berdasarkan wawancara, Ibu Raudhatul Jannah (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) 

menyatakan bahwa pengemis diarahkan ke rumah singgah atau layanan sosial, sedangkan 

sanksi terhadap masyarakat yang memberi uang menjadi ranah Satpol PP. Bapak Abdul 

Latif (Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Perda) menambahkan 

bahwa meskipun sanksi diatur dalam Perda, pelaksanaannya lebih mengutamakan 

pendekatan persuasif, dengan pembinaan lanjutan bekerja sama dengan Dinas Sosial. 

Hasil observasi di Pasar Amuntai memperkuat temuan tersebut. Kolaborasi antara 

kedua instansi memudahkan pendataan dan pembinaan pengemis sehingga penertiban 

tidak hanya bersifat teguran administratif, tetapi juga diarahkan pada penanganan sosial. 

Meskipun demikian, kerja sama ini perlu diperkuat, termasuk melibatkan pengelola pasar 

agar pengawasan dan pembinaan lebih terintegrasi. 

Dengan demikian, kolaborasi antar instansi meningkatkan efektivitas implementasi 

Perda Pasal 37 Ayat (4) melalui pembagian tugas yang jelas, memaksimalkan kapasitas 

masing-masing instansi, dan memastikan pendekatan ketertiban bersinergi dengan 

pembinaan sosial. Sesuai dengan teori Winter (2018), implementasi kebijakan lebih 

berhasil jika aktor pelaksana mampu bekerja sama dan membangun koordinasi lintas 

sektor, terutama dalam menangani permasalahan kompleks seperti pengemis. Di Pasar 

Amuntai, kerja sama ini memungkinkan pendekatan terpadu, memperkuat kapasitas 

birokrasi, dan meningkatkan peluang keberhasilan kebijakan dalam menciptakan 
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ketertiban sekaligus memberikan penanganan sosial yang manusiawi. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (4) di Pasar Amuntai, dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut belum berjalan secara baik. Penelitian ini 

menggunakan kerangka teori Winter (2018), yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara desain kebijakan, perilaku birokrasi, dan perilaku 

kelompok sasaran. 

Dari sisi desain kebijakan, meskipun Perda telah memberikan dasar hukum yang jelas dan 

kuat bagi aparat pelaksana, tujuan dan isi kebijakan belum tersosialisasikan secara merata. 

Pemahaman pedagang dan pengemis terhadap larangan memberi uang kepada pengemis masih 

rendah karena sosialisasi terbatas, media informasi seperti spanduk, poster, brosur, maupun surat 

edaran jarang tersedia, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan 

bahwa komunikasi kebijakan belum tepat sasaran dan kejelasan informasi masih minim, sehingga 

pemahaman dan perilaku kelompok sasaran belum berubah sesuai yang diharapkan. 

Dari sisi perilaku birokrasi, penelitian menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas aparat, 

baik dari segi jumlah personel, anggaran, maupun sarana prasarana. Satpol PP dan Dinas Sosial 

belum mampu melakukan pengawasan dan penindakan secara rutin dan menyeluruh. Patroli dan 

penertiban bersifat insidental, tidak merata, serta tindak lanjut terhadap pengemis tidak konsisten. 

Diskresi birokrasi tinggi, namun tidak seragam di lapangan; beberapa petugas lebih menekankan 

pendekatan persuasif, sementara penegakan sanksi administratif jarang dilakukan. Keterbatasan 

kapasitas ini membuat implementasi kebijakan bersifat administratif dan simbolik, tanpa mampu 

menciptakan efek jera atau perubahan perilaku yang signifikan, sesuai yang dijelaskan oleh Winter 

(2018). 

Dari sisi perilaku kelompok sasaran, pemahaman pedagang dan pengemis rendah, sikap 

penerimaan kebijakan bersifat pasif, dan adaptasi terhadap larangan belum maksimal. Pedagang 

cenderung tetap memberikan uang karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang 

konsekuensi, sedangkan pengemis kembali beraktivitas di pasar karena kebutuhan ekonomi dan 

minimnya tindak lanjut. Tingkat partisipasi dan adaptasi kelompok sasaran sangat dipengaruhi oleh 

rendahnya sosialisasi dan terbatasnya pengawasan, sehingga kebijakan belum mampu 

diterjemahkan ke dalam perubahan perilaku yang nyata. 

Penelitian juga menunjukkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Faktor 

pendukung utama adalah keberadaan dasar hukum Perda yang jelas dan kuat, serta kolaborasi 

antarinstansi, khususnya antara Satpol PP dan Dinas Sosial, dalam melakukan pengawasan, 

penertiban, serta pembinaan sosial pengemis. Kolaborasi ini memungkinkan pembagian tugas yang 

jelas antara fungsi penertiban dan fungsi pembinaan, sehingga penanganan pengemis tidak hanya 

bersifat hukum administratif, tetapi juga sosial dan kemanusiaan. 

Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas birokrasi, jumlah personel 

yang minim, anggaran terbatas, sarana prasarana yang kurang memadai, komunikasi kebijakan yang 

tidak merata, serta pemahaman dan kepatuhan kelompok sasaran yang rendah. Kekurangan ini 
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menyebabkan penegakan Perda hanya bersifat insidental, pengawasan tidak merata, dan tindak 

lanjut terhadap pengemis tidak berkelanjutan. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk menciptakan 

ketertiban di Pasar Amuntai melalui larangan pemberian uang kepada pengemis belum tercapai 

secara optimal. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Perda Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 37 Ayat (4) di Pasar Amuntai masih menghadapi 

tantangan yang signifikan pada ketiga variabel utama menurut Winter (2018). Meskipun desain 

kebijakan sudah jelas, perilaku birokrasi dan perilaku kelompok sasaran belum cukup mendukung 

pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan melalui penguatan sosialisasi 

kepada kelompok sasaran, peningkatan kapasitas aparat, pengawasan yang lebih rutin dan 

konsisten, serta tindak lanjut pembinaan sosial yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah 

tersebut, implementasi Perda diharapkan dapat berjalan lebih efektif, menciptakan ketertiban pasar, 

dan memberikan dampak sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat di Pasar Amuntai. 
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